
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Linglrungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Pwworejo Nomor 22 Tahun 2011 
Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, agar 
dalam pclaksanaanya dapat lebih berdaya guna dan 
berhasil guna, maka pcrlu disusun Petunjuk 
Pelaksanaan yang ctitetapkan dalarn Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapk.an Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 Ten tang Retribusi 
Pelayanan Pemakaman; 

BUPATI PURWOREJO, 

OENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 22 TAHUN 2011 

TENTANO RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN 

TENTANO 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2013 

BUPATI PURWOREJO 

[SALINAN] ' ~ ... 



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

11. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pemakaman dan 
Retribusi Perizinan Pcmakaman (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 16); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupatcn 
Purworejo Tahun 2011 Nomor 22); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupalen Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Saluan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang 
mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan 
pemakaman. 

6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Pu.rworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menangani urusan pemakaman. 

7. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ at.au modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Sadan Usaba Milik Negara (BUMN) atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
tennasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Pemakaman Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pemakaman 
adalah tempat pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/ atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ 
atau diben1can oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi a.tau Sadan. 

10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 
oleh Pemerintah Dacrah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Sadan. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANMN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



11. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya dapat disebut 
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat 
pemakaman di Pemakaman Daerah. 

12. Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan penyediaan tempat 
pemakaman di Pemakaman Daerah. 

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Sadan yang 
mendapatkan pelayanan pemakaman di Pemakaman Daerah. 

14. Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman yang berupa sewa 
tempat pemakaman di pemakaman daerah. 

15. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut at.au 
pemotong retribusi tertentu. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 
pokok retribusi. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau 
sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 
adalah adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang 
telah di1akukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati 

19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
mencgur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi 
utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
terutangnya retribusi. 

20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Daerah. 

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD. 

22. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pengelola Pemakaman yang 
diberi tugas melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan 
keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD. 

23. lzin Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk 
mempergunakan Pemakaman Daerah sebagai tempat menguburkan 
jenazah/ kerangkajenazah untukjangka waktu tertentu. 

24. lzin Penambahan Luas Makam adalah izin yang diberikan Bupati 
untuk membuat makam di Pemakaman Daerah dengan luas dan 
ukuran melebihi ketentuan yang berlaku. 

25. lzin Perpanjangan Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan 
Bupati untuk memperpanjang penggunaan makam di Pemakaman 
Daerah setelah berakhimya jangka waktu yang telah ditcntukan. 



Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Sadan yang 
mendapatkan jasa pelayanan pemakaman di Pemakaman Daerah. 

Pasal 4 

(2) Sasaran pelayanan penyediaan ternpat pemakaman di Pcmakaman 
Daerah sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati 

(1) Pemakaman Daerah yang memberikan pelayanan penyediaan 
tempat pemakaman di Daerah meliputi: 
a. Pcmakaman Tawangrejo, terletak di Kelurahan Keseneng 

dengan areal pemakaman seluas 58. 784 (lima puluh delapan 
ribu tujuh ratus delapan puluh empat) meter persegi; 

b. Pcmakaman Sekampung. terletak di Kelurahan Keseneng 
dengan areal pemakaman seluas 24.812 (dua puluh ribu 
delapan ratus dua belas) meter persegi; 

c. Pemakaman Keseneng. terletak di Kelurahan Keseneng dengan 
areal pemakaman scluas 3.007 (tiga ribu tujuh) meter persegi; 

d. Pcmakaman Kerkop, terletak di Kelurahan Sindurjan dengan 
areal pemakaman seluas 17.250 (tujuh belas ribu dua ratus 
lima puluh) meter persegi; 

e. Pcmakaman Sibak, terletak di Kelurahan Doplang dengan areal 
pemakaman seluas 9.025 (Sembilan ribu dua puluh lima) meter 
persegi; 

(. Pemakaman Lereng Utara, terletak di Kelurahan Kutoarjo 
dengan areal pemakaman seluas 9.320 (Sembilan ribu tiga ratus 
dua puluh) meter persegi; 

g. Pcmakaman Lercng Timur, terletak di Kelurahan Kutoarjo 
dengan areal pemakaman seluas 21.580 (dua puluh satu ribu 
lima ratus delapan puluh) meter persegi; 

h, Pemakaman Lereng Barat, terletak di Kelurahan Kutoarjo 
dengan areal pemakaman seluas 19. 700 (Sembilan belas ribu 
tujuh ratus) meter persegi. 

Pasal 3 

(2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah sewa tempat pemakaman di Pemakaman 
Daerah. 

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan pemakaman di 
Pemakaman Daerah, 

Pasal 2 

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BABU 



Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut: 
a. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi 

terhadap Subjek Retribusi; 
b. besamya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya 

terif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Pemakaman; 

c. Retribusi dipungut pada saat diterbitkannya Izin Penggunaan 
Makam/lzin Penambahan Luas Makam/lzin Perpanjangan 
Penggunaan Makam; 

d. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda 
bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda 
bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan deri 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran. 

(1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi 
menggunakan SKRD. 

(2) Terhadap Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan biaya operasional pemungutan Retribusi dari 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 6 

(I) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan 
pemakaman di Pemakaman Daerah dipungut Retribusi. 

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh 
Petugas Pemungut Retribusi. 

Pasal 5 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

BAB llI 



(1) Dalarn hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran 
secara tunai/ tunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 
maka Wajib Retribusi dapat mcngajukan permohonan pembayaran 
secara angsuran kepada Bupati cq. Kepala SKPD. 

(2) Pembayaran Retribusi yang dapat diangsur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), adalah Rctribusi yang besamya Rp. 400.000,- (Empat 
ratus ribu Rupiah). 

(3) Pennohonan pembayaran retribusi secara angsuran dibuat oleh 
Waj.ib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q Kepala SKPD, disertai 
alasannya. 

Pasal 10 

ANGSURAN PEMBAYARAN RETRlBUSI 

BABY 

(4) Fonnat TTP dari Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), tercanturn dalam Lampiran n yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang 
secara tunai/ lunas pada Bendahara Penerimaan di SKPD atau 
kepada Petugas Pemungut Retribusi yang bertugas di Pemakaman. 

(2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
selanjutnya wajib menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada 
Bendahara Penerimaan di SKPD paling lambat tanggal 25 (dua 
puluh Lima) bulan berkenaan. 

(3) Pembayaran Retribusi pada Bendahara Penerimaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran hasil pemungutan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan TTP oleh 
Bendahara Penerimaan, 

Pasal 9 

(1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD at.au 
dolrumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dolrumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti 
pembayaran. 

BAB rv 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

Pasal 8 



(1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyetorkan penerimaan 
Retribusi scluruhnya sccara bruto ke Kas Umum Daerah. 

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
dilaksanakan paling lambat l (Satu) hari kerja terhitung sejak 
Retribusi diterima, 

Pasal 12 

BAB VII 

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI 

(3) Pengajuan penundaan pcmbayaran retribusi ditujuka.n kepada 
Bupati c.q Kcpala SKPD disertai dengan alasan-alasan. 

(4) Bupati c.q Kepala SKPD dapat menyetujui penundaan pembayaran 
berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(5) Pcnundaan pcmbayaran dilcngkapi dengan Surat Pemyataan 
Kesanggupan Mcmbayar dalam tahun anggaran berkenaan. 

(6) Format Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran IV yang 
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Pcmbayaran Retribusi yang dapat ditunda pembayarannya adalah 
Retribusi yang besamya Rp. 400.000,· (Empat ratus ribu Rupiah) 
atau lebih. 

(1) Dalam ha! Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi tepat 
pada waktunya, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan 
pennohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Kepala 
SKPD. 

BABVI 

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 11 

(4) Bupati c.q Kepala SKPD, dapat menyctujui pembayaran secara 
angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipcrtanggungjawabkan. 

(5) Pembayaran secara angsuran dilcngkapi dcngan Surat Pemyataan 
Kesanggupan mcngangsur dalam tahun anggaran berkenaan. 

(6) Format Surat Pemyat:aan Kesanggupan Membayar sebgaimana 
dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran m yang 
mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, clikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (Dua Peraen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, 
yang tidak atau kurang clibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

Pasal 14 

SANKS! ADMINISTRATIF 

BABlX 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
Kepala SKPD atau Pejabat yang clitunjuk. 

(5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum 
dalam Lampiran VJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Surat Tegurao sebagaimana climaksud pada ayat (1), clikeluarkan 
segera sctelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. 

(3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat 
lain yang sejenisnya. 

(1) Da1am hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang teruta.ng 
tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagjh dengan 
menggunakan STRD deogan clidahului Surat Tegurao. 

BAB VIII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 13 

(3) Apabila penyetoran Retribusi tidak dapat dilaksanakan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), ma.ka jangka waktu 
penyetoran Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan da1am 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo. 

(4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menggunakan STS dalam rangkap 5 (Lima). 

(5) Format STS sebagaimana climaksud pada ayat (4), tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



BERlTA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2013 NOMOR 13 SER! E NOMOR 12 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 29 April 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

Ttd. 

TRl HANDOYO 

MAHSUNZAIN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 29 April 2013 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan peneropatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangk:an. 

Pasal 16 

BAB XI 

PENtrrUP 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(2) Kepala SKPD melakukan inventarisasi terhadap piutang Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diajukan kepada 
Bupati untuk mendapatkan penetapan. 

(3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 15 

TATA CARA PENOHAPUSAN RETRIBUSJ YANG KEDALUWARSA 

BABX 



MAHSUN ZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

PSMllltllffAR ILUIIPATD PUIIWOQ.10 SKRD 

' 
ao. onrt ........ / ••• IIJCPD •• } (SURAT UTETAPAJI' RETRDIU81 DAERAB) 

( .. .Alomol llJCPD •• J MueRetrlllul : 
TUaa .. tr111ml: 

NAMA : 
ALAMAT : 
TANOOALJATUH TEMPO : 

ftO. XODB RIKU'IIIG tlRAIAlt RJITRJBUBJ DA&RAII JllJIILAH 

Jumlah Kcteta,,..n Rctribuai Ro. 
Jumlah Sanks[ : Bung11 Rp. 

Jamlala lteMlarubaa : Ro. 

Oengan huruf: 

PBRHATIAII i 
l. Harap pcnyctoran dUalruko.n melalul B<ndaha.ra Pcnerlmaa.n ( ... SKPD .. ) atau lb:kenlng Kat 

Umum Dacrah dengan menggunakan Surat Setonm Retribuei Dacrah (SSRD). 

2. ApabUa SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setetah lewat waktu paling lo.mo. 15 (lima I 
belas) harl sejak SKRD lnl diterima dikenakan sanksl admlnistrasl berupa bunl!i' 2 % per 
bulan. 

Kcpola ( ... SKPD ... f Kabupaten Purworejo 

( .. J111111t .. •1 H• t•••• 11•a• ~·I 
NIP ........................................ 

.............. ........................................ Potong di sini ........................................................... 
No. Urut .... 

TAIIDA TIIUIIA 
NAMA : Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun .. f. 
ALAMAT : Yang Menerima 

( ............................................... f 

FORMATSKRD 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPAT! PURWOREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2013 
TENTANO 
PETUNJUKPEL.AKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 22 TAHUN 201 I TENTANG RETRIBUSJ 
PEL.AYANAN PEMAKAMAN 



MAHSUNZAIN 

Ttd. 
BUPATI PURWOREJO, 

' 
PSIIDIIJITAB XMIJPATlll l'VR1IOR&JO 

. TAlO>A. TUDU. PSIIBA.YARA.11 
( ... -. .. ./ 11(). . TAIIUll 1 ..... ( .. .Ar..- lllCPD ... J 

Nama Wnjib Relribusi : 
NPWPD ; 
Alamat Wajib Relribusi : 
Kclurahan£ Dcu : RT£RW; Kecamatan: 
Kabu eaten : 
Menletor berdaaarkan : 

I" I Kode Rekening lu~ 1··- .. I Jumlah Setoran 
Terbilan11: 

Diterima Oleh: Purworejo, ............................... 
BENDAHARA PENERIMMN, WAJIB RE'rRIBUSI/ PENYETOR, 

tlttlTI • 1u11·1 IIUIIUIIUIIIIUI IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Nama leJlgkap clan cap Nama lengkap clan Wlda tangan 

FORMATTTP 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2013 
TENTANO 
PETUNJUK PEI.AKSANMN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRlBUSI 
PELAYANAN PEMAKAMAN 



MAHSUNZAIN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

, } 
Nama lengkap dan tanda tangan 

Materai 
RP.6000 

Yang membuat Pemyaraan 

Purworejo, ( ... tanggal, bulan, tahun ... ) 

Surat Pemyatnan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) Iembar, 
untuk dapat diguna.kan seperlunya. 

Demikian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan 
sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Retribusi 
Pelayanan Pemakaman atas nama ......... dengan nilai eebesar Rp ... ( ... dengan 
huruf ... ) selama ...... bulan dengan perincian sebagai berikut: 

1, Bulan sebesar Rp . 
2. Bulan sebesar Rp ; dst 
3. Bulan sebesar Rp . 

dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... sebelum tanggal 10 setiap bulannya. 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : . 
Jabatan . 
No. KTP . 
Alamat . 
NPWPD . 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANQQUPAN MEMBAYAR 
RETRIBUSJ SECARA ANOSURAN 

LAMPIRAN ID 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUKPELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANO RETRIBUSI 
PELAYANAN PEMAKAMAN 



MAHSUNZAIN 

Ttd. 

BUPATI PURWOREJO, 

(11 II I ti 1111tiIIItII11111111111111111111) 

Nama lengkap dan tanda tangllO 

Materai 
RP.6000 

Yang membuat Pemyataan 

Purworcjo, ( ... tanggal, bulan, la.bun ... ) 

Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, 
untuk dapat digunakan seperlunya, 

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada t.anggal ... bulan ... tahun .... 
terhadap penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pernakarnan yang terutang 
ates nama ... dengan nilai scbesar Rp ... ( ... dcngan huruf ... ). 

Demikian Surat Pemyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan 
sebcnamya, dalam kcadaan schat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan 
atau paksaan dari pihak manapun. 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : . 
Jabatan . 
No. K"fP . 
Alamat . 
NPWPD . 

FORMAT SURAT PERNYATMN KESANGGUPAN MEMBAYAR 
PENUNDAAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

I..AMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANMN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSJ 
PELAY ANAN PEMAKAMAN 



MAHSUNZAJN 

Ttd. 

BUPATI PURWORF.JO, 

I PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
( ... SKPD ... ) 

) 
( .. .Alamat SKPD .•• ) 

SURAT TilDA SBTORAR 
(STS) 

STS NO: Bank: BANK JATENG 
No. Rekcning : ....................... 

He.rap diterlma uang sebesar: Rp. ............. 
(Dcn(!lln huruQ ( .......................................................................................................................... ) 

Dengan rincian pcnerimaan se~i bcrikut 

ao. mDs.-uro VlUiil IIIIICIAJr OffJlll JUIILAB 

JIUl!u ......... 
Purworcjo, tanggal. bule.n, tahun 

Mengetahui Benda.hara l'enerimu.n 
P,:naw,a MIYJ!/JffM/ Kuasa Pegguna Anggaran 'I ( ... SKPO ••• ) 

••• SKPO •.• J 

f ... nam~ Ien&!su~ M!l &10$!1 1&an1BD .} f,ulllm& IS:DdUU~ d&D W.Odl lllll&D1ul 
NIP .............................. NIP .......•......•.....•..•..•... 

Uang teeeebut dltcrlma pada cangpl: ...• Bank ......... 

.................................. ,,.,, 
Tanda tangan, rwna clan cap 

'l corer salah Mlu 

FORMATSTS 

LAMfJRANV 
PERATURAN BUPAT! PURWOREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2013 
TENTANO 
PETUNJUK PEI.AKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWORF.JO 
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 
PELAYANAN PEMAKAMAN 



MAHSUNZAIN 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

~, PEIDl:RilfrAB KABUPATltll PORWORBJO 
'i .. ( ... SKPD ... ) . ~ . . 

( .• .Ala.mat SKl1> ... ) I 
SURAT TAGIIIAJI RETRIBUSI DAER.AH 

Nomor : Tahun: 
ran-1 Pencrbitan : 

Jurnlah rctribusl ~g ierutang yang masih harus : I Rp ............................... 
dibayar ( ........... dalam huruf... ............ J 

Nama Waiib Retribusi : 
Alamat Waiib Retribusi : 
NPWPD : 

Perincian Rctribual VAn• Teruian2 
1. Rctribusi yang tcrutang menurut SSRO SKRDKB/SKRDBKBT"J Rp. 

Tahun ............ 

2. Telah dibeysr tanggal I Rp. 
3. Pengurangan I Rp. 
4. Jumlah ya.ng diperhitungkAn (angka 2 + an•lcA 31 Rp. 
s. Retribusi van2 ku,,.n, dibavar Ian•"" I • •n•"• 41 Ro. 
6. Sankei bunn 2% x ... bulan x Rp •... (angka SJ Rp. 
7. Retribusi yang ma&ib harus dibayar (5~) Rp. 

Tansgal Jatuh Tempo: Tempat Pembe}'8.l'M: 

PJRBA'.DM Purworcjo, ( ... lancgal, buian, tabun ... J 
( ... Kep&ia SKPD ... J 

I. Surat Tagihan Retribusl Oaenih !nl haru• dilunasl 
paling iambat I (eatuJ bulan eejak tangp.1 diterima. 

2. Apabila aete.lah lewat tanggal jatuh tempo ulang 
retribusi belum diluna.si, maim ti.ndakan penagihan 
akan dilajutkan dengan penerbitan Surat Teguran 
dan Surat l'al<aa. ( ... tlll!!l! l~Dll!s!R !1&111.!lndA l&DDD ... I 

NIP ................................ 

, coret Miah utu 

FORMATSTRD 

FORMATSTRD 

IJ\MPTRAN VI 
PERATURAN BUPATJ PURWOREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2013 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG REI'RIBUSI 
PELAY ANAN PEMAKAMAN 

 


